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Presiden Republik Indonesia 

 

 

  
Jakarta, 22 Agustus 

1960 

No. 

Lampiran 

Perihal 

: 2826/HK/60 

: - 

: Pembuatan Perjanjian-perjanjian 

  dengan Negara lain 

Kepada 

Y.M. Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat 

di 

JAKARTA 

 

1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara atas soal kerjasama 

antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pasal 11 

Undang-undang Dasar di dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian 

dengan Negara-negara lain.Seperti diketahui pasal 11 Undang-undang 

Dasar menentukan bahwa: "Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan Negara lain". 

2. Menurut pendapat Pemerintah perkataan "perjanjian" di dalam pasal 11 ini 

tidak mengandung arti segala perjanjian dengan Negara lain, tetapi hanya 

perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, yaitu yang mengandung soal-

soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau treaty. 

Jika tidak diartikan, maka Pemerintah akan tidak mempunyai cukup 

keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan 

sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal 

yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan 

Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini 

demikian sensitifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat 

dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusionil yang lancar. 



3. Untuk menjamin kelancaran di dalam pelaksanaan kerjasama antara 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tertera di dalam pasal 

11 Undang-undang Dasar, Pemerintah akan menyampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja (treaties), yang 

diperincikan di bawah, sedangkan perjanjian lain (agreements) akan 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui. 

Perlu diminta perhatian di sini, bahwa pasal 11 Undang-undang Dasar 

tidak menentukan bentuk juridis dari persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat itu, sehingga tidak ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk memberinya dengan Undang-undang. 

4. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas 

Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian - perjanjian, harus disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan 

sebelumnya disahkan oleh Presiden, perjanjian-perjanjian tersebut yang 

lazimnya berbentuk treaty yang mengandung materi sebagai berikut: 

a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan 

politik luar negeri Negara seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian 

persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-

perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas. 

b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi 

haluan politik luar negari Negara; dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan 

sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan 

teknis atau pinjaman uang. 

c. Soal-soal yang menurut Undang-undang Dasar atau menurut sistim 

perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti 

soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman. 

 

Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya 

berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. 



Presiden Republik Indonesia 

SOEKARNO. 

 

Sesuai dengan yang asli 

Sekretaris I Presiden, 

 

Mr.SANTOSO. 

 

Tembusan kepada: 

Menteri Luar Negeri, 

Menteri Kehakiman, 

Menteri Penghubung DPR/MPR 

 

 

 


